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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
NOMOR 58 TAHUN 2008 

-:· .TENTANG. 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI S!=KRET.ARIAT DAERAH PROVINS! . . . 

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUriAN YANG MAHA ESA · 

qUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
. . . 

Menimbang : a. bahwa dengan · ·1elah diundangkannya Peraturan. Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organiszsi dan Tata 
Kerja Sekretariat :Da�rah Proliinsi dan ·sekretarlat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. maka untuk tertib 
pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 

Mengingat 

r-fQ\/lfiSl'1>\1materc{'S\..!rcrrci1'i I 

C 

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Sekretariat D�wan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan perlu di�tur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 
Sumatera Selatan.: · 

1. Undang-Undansi- RI· Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sumatera Solatan {Lemb1a1ran Negara RI Tahun 1959 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814); 

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokol<-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nornor 169, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) sebag1:1imana telah 
diubah dengan Undang-Undang RI Nomof 43 Tahun 1999 
(lembaran N�ara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran 
Negara Nomof 3890); 

3. Undang-Undang �I • Nomor ·1-0 Tahun 2004 \entang Pembentukan 
Peraiuran Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomot 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

j 

I 
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4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. t_er:,tang · Pemerintanan · 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun. 2004 Nomor -125, Tambahan 

' ' 

Lembaran Negara 4437)· sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
l

. 

Undang.Undang RI Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 
2008 Nomor 59, Tamb�han Lembaran Negara Nomor 4844); 

5. Undang-Undang RI ",JQITIOr 33 T.ihun · 2004 te.ntang · Perimbangan 
Keuangan antara P7merintah Pusat · dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Ne�ara RI· Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 44-38); 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerihtah; · · Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate�/Kcita (Lembaran Negara 
RI Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara r-.Jomor.4737); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Da�rah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D). 

M E M UT U S K A N: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SEL.ATAN TENTANG URAIAN 
. . 

. 

TUGAS DAN FUNGS.I SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! DAN 
SEKRETARIAT DEWAl\l P'ERWAKILAN KAl\r..._, LJMC:"-"'" .-.,v,.,,�, 

SUMATERA SELATAN. 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan G_ubert1ur ini yang :dimaksud dengan 
1. Provinsi adalah'Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan. 

. 

. . 

3, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
4. Asisten adalah para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
5. Staf Ahli adalah pale! Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan .• 
6. Kepala Biro adalah para Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 
7. Dewan Perwakiian Rakyat Dae{'ah Provinsi yang selanjutnya disingkat 

DPRD Provinsi : adalah Dewari Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan.: 

8. Sekretaris De�ri 'Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyaf0aerah Provinsi Sumatera Selatan. 
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BAB II 

URAIAN TUGAS DAN fUNGSI 
' .  ' • .  

SEKRETARIS DAERAH 

Pasal2 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalarn 
penye.le.nggaraan pemerintahan, adrninistrasi, organisasi dan tatalaksana 

serta memberikan pelayanan :a9ministrasi kepada selur.uh Perangkat 
Daerah Provinsi: 

Pasa13 

Untuk rnelaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 2, 
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi; . • 

. . 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lernbaga teknis 
daerah p�vinsi;: 

c. pemantauan evaluasi pelaksana�n kebijakan Pernerintah Provinsi; 
• 

' + 
+ 

d. pernbinaan adrninistrasi aparat1.1r. Pemerintah Provinsi; 
. . . 

e. peta.!<S<ll"laan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur �esuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB Ill 
ASISTEN P.EMERINTAHAN 

Pasaf 4 

• 

Asisten Pernerirjtah�n: ·mernpunya( tugas membantu Sekreta�s Daerah 
dalarn menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan 
mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan 
fungsl perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah 
serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan _tµgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Asisten 
Pemerintahan mempuryai fungsi : 

. ' 

a. pengkoordinaslan perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang 
oemerintahan umum. otonomi daerah dan hukum; 
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· b. pelaksanaan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan 

C. 

d. 

umum. otonomi daerah dan hukum; 
pengendalian•sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana 
perangkat' daera� _di bidang pem�rintahan umum, otonomi daerah, dan 
hukum; 
peJaksanaan tuga� lain yang �iberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

. 
. 

. 

tugas dan fungsin'ya. 

Bagian Pertama 
Biro Pemerintahan 

Pasal6 

0 

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan . daerah dan 

menyiapkan bahaa pengkoordinasian perumusan · kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang prasarana 
fisik den pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan .• 

Pasal7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ' pada Pasal 6, Biro 
Pemerintahan mempunyai fungsi 
a. penyiapan bahan · f:)engkoordinasian perumusan kebijakan perangkat 

daerah di bidang
.
·prasarana fislk dan pertanahan,jkependudukan, tata 

praja dan pendapatan; 
. . 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 
bidang pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan; 

. . . 
c. penyiapan bahan · pengendalian sumber daya .. �parat'ur, keuangan, · 

prasarana dan sarana perangkat daerah di' ·bidahg pertanahan, 
kependudukan, tata praja dah pendapatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 0 . 

. . .. . 
. . . . . 



. . 

d. mengumpulkan, menyiapkan bahan dan mel�ksanakan 
pemasyarakatan hukum; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. o 

(2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas : 
a. mengumpulkan bahan do�umentasi produk hukum; 
b. melaksanakc1n inventarisasi produk hukum; 
c. melaks·an�kan penyiapa�. pemeliharaan dokumenta!li produk 

hukum; ·,.: ·.· · 
d. melaksariakan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum (JDIH); 
e. melaksanakan kegiatan penyusunan himpunan peraturan 

perundang-undangan pusat maupun daerah; 
f .  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasal'l sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. melaksanakan· penyusunan ·program kerja Biro dan penyusunan 

_laporan; t . 

b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangari; 
c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawalan; 
d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, 

mendistrlbusikan surat menyurat dan 1;>ens;iadaan; 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan · _:oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BABIV 
ASISTEN EKONOMI, KEUANGAN DAN PE�l;IANGUNAN 

Pasal47 

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

• penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah -di bidang ekonomi, 
keuangan dan pembangunan. 

·• 

Pasal 48 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, 
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi 
a. pengkoo(dinasian peru·m·usan kebijakan perangkat dae�.h di bidang 

ekonomi, keuangan dan pembangunan; 
b. penyelenggaraan _:administrasi perangkat daerah' di bidang ekonomi, 

keuanoan dan oenioanounan: 
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c. pengendalian sumber · . daya aparatur keuangan, pembangunan 

prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonorni, keuangan 

dan pembangunan; •• 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ·oleh Gubernur sesual dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Pertam_a 
Biro Perekonomian 

Pasal49 

Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan 

menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 

penyeleriggaraan tuga_s dan fungsi perangkat daerah di bidfng pertanian, 
. . 

per�ebunan, J<ehutanan, pariwis!!ta dan . ke�enian, ·. industri dan 

perdagangan, penami·man rJ'"!Odal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, 

pertambangan, badao:usaha milik daerah dan perhubungan. 

Pasal5O 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Biro 

Perekonomian mempunyai fungsi 

a. penyiapan bahan pengkoordinasiari, perumusan J\tlU•Jd""" 1-'"'''""li"�' 

daerah di bidarlg pertanian, pe:rkebunan, kehutanan, pariwisata dan 

kesenian, industrl dan _perdagangan, penanaman modal, koperasi dan 

pe_ngusaha kecil,. ·eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik 

daerah dan perhi.Jbungan; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 

bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, 

industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasl dan pengusaha 

kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan 

perhubungan; · . . 

c. penyiapan bahao ·pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 

prasara�a d�n : s��ana peran;gkat daerah di bid�ng . pertanian, 
perl<ebunan, kehutanan, par iwlsata dan kesenian, industri dan 

perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, 

eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan 

perhubungan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai' dengan 
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Pasal87 

(1) Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan mempunyai tugas: 
a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daera� tentang 

AP.BO, Perub_ahan · APBD dan Pertanggungja¥Jaban Pelaksanaan 
. . 

: 

APBD Kabupaten/Kota; 
b. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Pengesahan 

APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupa!en/Kota; · 

c. menyampaikan hasil evaluasi APBO, P�(ubah<!n APBO, dan 
Pertanggungjawaban pe_laksanaan AP.BO K?bupaten/Kota kepada 
Menteri Dalam Negeri; 

d. melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi 
Kabupaten/Kota; 

• 

e. melakukan monitoring pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; 

APBD 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

· ·(2) ·subbagian Pembinaan Anggaran Daerati l3awahah rnempunyai tugas 
a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan, . . 

pelaksanaan, dan pertariggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; 
h __ n:,�!?.!m!!:'!£> .. n,eroh.iMan .dalaro . .rann.!5/l. o,ena,�lolaan keuanagm daerah 

kepada Kabupaten/Kota; 
c. melakukan monitoring penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan 

d�e;ah Kabupaten/K�ta;· · · 
. . 

d. mengumpulkan .. bahan laporan pelaksanaan APBD Kaoupaten/Kota; 
e. memberikan saran 

.
. . 

penyelenggar.:iari 
Kabupaten/Kota; 

dan pertimbangan kepada pimpinan mengenai 
dan :pengelolaan keuangan daerah 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB V 

ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT. 
Pa$al 88 

Asisten Kesejahteraa� Rakyat meinpunyai' tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan 
mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan 

0 

)j ,. 
!t 
' 
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Pasa!89 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada Pasal 88, 
Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar 
lembaga; 

· · o: · penyelenggaraan administrasi perangka_t · · daerah di bidang 
kesejahteraan raltyat, pemberdayaan peremp_uan dan hubungan antar 
lembaga; 

c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, 
pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga; 

d.  _pelaks�naan tugas lai� ·yang diberikan· oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagiari Pertama 
Biro Kesejahteraan Rakyat 

Pasal90 

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugc1s meniberikan pelayanan 
administratif dalgm penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
dan menyiapkan : · bahan peng�oordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi' perangkat daerah di bidang agama, 

. . 

pendidikan dan kebudayaan: ba_iituan kes.ehatan masyarakat, sosial, 
. . . 

tenaga kerja dan transrnigrasi, pemuda dan olahraga. 

Pasal91 
0 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, Biro 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi 
a. penyiapan bahan pengkoordina�ian, perumusan kebijakan perangkat 

daerah . di bidang : .agama, pendidikan dan kebudayaan . .  bantuan 
. . . . 

kesehatan masyc:1rakat, sosial, tenaga kerja dan transmlgrasi, pemuda 
dan olahraga; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan adrninistrasi perangkat daerah di 
bidang agarna, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan 
masyarakat. sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda dan 
_olahraga; 



(2) Subbagian Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. ·mer:ighimpun dan· memonjtor kegiatan laporan dari bagian-bagian 
Biro Pemberdayaan Perempuan; 

b. menyiapkan-'laporan secara berkala pads · Biro Pemberdayaan 

Perempuan;·: · 

c. menyusun ·faporan hasil p�laksanaan tugas bagian-bagian Biro 
Pemberdayaan Perempuan; 

d. melakukan monitoring bersama dinas/instansi terkait dan 

menghimpun hasil dari pefaksanaan progr�m pemberdayaan 
perempuan serta melaporkan pe�kembangannya; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
. . ' 

. 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Subbagian Tata .Usaha mempunyai tugas: 
a. melaksanakan, membantu dan mengawasi kelancaran tugas

tugas operasional dan urusan keuangan Biro Pemberdayaan 
Perempuan; 

b. melaksanakan urusan kepegawalan; 
0 

c. merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan; 
d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, 

mendistribl.isikan surat menyurat dan pengadaaan; 
e. m·embUat : · .dan 'menyusun, mt:11y1:2, 111 .10"""' . . ,-,-v, _ .. 

pertanggungjawaban bidang keuangan Biro Pemberdayaan 
Perempuari; 

f. menerima naskah dinas sesuai dengan disposisi atasan dan 
naskah dinas yang dialamatkan pada Birio Pemberdayaan 
Perempuan; 

g. menyiapkan perlengkapan kantor yang dibutuhkan serta ·mendata 
barang-barang inventaris kantor Biro Pemberdayaan Perempuan; 

h. melaksanakah tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas.dan fungsinya: 

BABVI 

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM 

Pasal 132 

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas :n:iembantu Sekretaris 

Oaerah dalam · menyelengga_rakan tugas-tugas, pemerintahan dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan 
funosi oerangkat daerah di bidahg administrasi dan umum. 
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Pasal 133 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 132, 
Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang 
administrasi dan umum; 0 

b. penyelenggaraan administrasi perangkaf daerah di bidang administrasi 
dan umum; 

c. pengendalian sumber daya aparatur, 
. · -· prasarana dan sarana perangkat daerah 

umum; 

keuangan, pembangunan 
di_ bid.af)g administrasi dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Gubernur sesual -deng�n 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Pertama 
Biro Organisasi dan Tatalaksana 

Pasal 134 

Biro Orq_anisasi dan Tatalaksana memP.unv.ai tuQ.as memberikan P.elav.anan 
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analis_a d�n forrriasi Jabatan, perpustakaan 
serta fasilitasi/pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

-- • - • · M  O • � .... • ·• •  , ,  • 

di bidang organisasl perangkat daerah. 

Pa°sal 135 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 134, Biro 
Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi 

0 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat 
daerah di bidang organisasi, tatalaksana, aparatur setda, analisa 
jabatan dan perpustakaan; 

b. penyiapan b�han periyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 
. . . . 

daerah di bidang. organisasi, tatalaksana, aparatur setda, analisa 
jabatan dan perpustakaan; 
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h. memandu acara Rapat Paripurna, Rapat Paripurfif1 lstimewa, 
Rapa! Pembukaan dan Penutupan Masa Persidangan serta 
Upacara Resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan; 

i. menyiapkan.tanda kenang-kenangan yang diperlukan; 
j. menyiapkan: kegiatan-kegiatan keprotokolan yang diatur dalam 

. . . . . ·. 

perat�ran:P.erundang- und.angan yang berlaku; 
k. memonitoring kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan; 
I. menyusun laporan khusus kegiatan Pimpinan Dewan; 
m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan .langsung; 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan. oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

(3) Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas : 
a.·. membantv Kep·a1a Bagiari Humas dan Prot?kol dalam pelayanan 

terhadap masyarakat; 
b. menyiapkan, mencatat dan mengatur kegiatan penyampaian 

aspirasl masyarakat baik unjuk rasa maupun melalui surat 
kepada DPRD Provirisi Sumatera Selatan; __ : 

· 

c. mem!)nitoring, menghimpun, mendokumentasikan dan mencatat 
pengaduan masyarakat yang menyampaikan permasalahan 
kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan baik secara tertulis 

atau media cetak dan elektronik; . • 
d. menghubungi dan mengkoordinasikan dengan Dinas, lnstansi, 

Lembaga terkait atas pengaduan masyarakat baik unjuk rasa 
maupun melalui tertulis; 

e. menyalurkan tindak lanjut usul, pendapat dan aspirasi 
masyarakat kepada pihak-pihak y�ng be'rkepentingan; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas l<epada atasan langsung; 
g. melaksanakan. tugas lain yang djberlkan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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BER1TADAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ditetapkan di Palernbang
pada langgal 24 Oktober' 200~ ~

A' GU8E;;;;;;;;~TAN!'
~~==~---------J ~ H, MAHYUpDIN N~

Diundangkan di Palembang
pada tanggGlI 24 Oktoher 2008.

~. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI . '.
-r SU TERA SELATAN, A

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mamerintal1kanpengundangan.
<,

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tailggal dlundanqkan.

'P:asa1194 ,

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Sumcitera. Selatan Nomor ·11 Tahun 2006 tentang Uraian. . , -
Tugas dan Fu'ngsiSekretariatDaerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Tahun 2006 Nomor 6 Serf D), dicabut dan dinyatakan dan lidak
berlaku,

(2) Hal-hal yang balum cukup diatur dalarn Peraturan Gubernur ini,
sepanjang" mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut

•
oleh Gubernur,

BABXVI
, KETENTUAN PENUTUP
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
MUSYRIF SUWARDI 


